LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : ¢ TAHUN 1999 SERI:B NOMOR:1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi
Tempat Usaha dan [zin Gangguan (HO) di
Kabupaten Daerah Tingkat II Nias perlu
disesuaikan.

b. bahwa untuk menjaga kepentingan umum atas
dampak gangguan sesuatu kegiatan usaha ,
maka Pemerintah Daerah memandang periu
melakukan pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan.

¢. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian
sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan
“dengan Peraturan Daerah.

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok  Pemerintahan di  Daerah



(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037);

2.Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl

Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah
dengan Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

3. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Iembaran Negara
Nomor 3209);

5.Undang-Undang Nomor 4. Tahun 1982 tentang Pokok-

10.

pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3215);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustran;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang

Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3338);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Iembaran Negara Nomor 3692);
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13.

14,

18

19.

20.

21,

23.

24.

Kepututan Previden Republik Indonexia Nomor 20 Talum 1990 tentang
Limbah Cair;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk

Peraturun Daerah:

Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1985 tentang Tata Cara
Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan -
peranaman modz! menetrt Undang-undang Noemor 1 tzhun 1967 dan
Undang-undang Nomor 6 Izhun 1$68;

Peroturan Menleri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan
Punggutrn-pingentan dan Jangka waktu terhadap Pemberian 1zin Undang-
nuelang Gangguan (Hinder Ordonantie);

. Peratoran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Talnn 1992 tentang Rencana

Tapak Tansh dan Tata Tertib Pengusahaan Kawnsan Inductri serta
Progedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin umndang-
tndang eangguan (UUG) HO bagi bagi Perusahiaan -perusshaan yang
berlokasi di luar kawvasan indusiri;

. Peraluran Menteri DNalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 Jo Nomer 7 Tahun

1993 Tentang Tain Cara Pemiberian 1zin Mendirikan Bangumae (TMB)
serta Izin Undang-undarg Gangguan (UUG) HO bagi Pervsshazn-
perusahsan yang berlokasi dilvar kawasan industri;

. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Perdagangun Nomor 56/Tulun 1971 tanggal 19 Mei 1971 tenfang
Nomor 103 A/KP/N/T1

Kewenangan dalam Temberian Izin Tempat Usaha Perdagangn Jo

Swrat Keputusan ~ Bersama Menteri Calam Negeri dan Menteri

Koperasi  Nomor 92 Talun 1979 Tanggal 23 Mei 1979 lemtang
Nomor 4109/KPBN/1979

Perubahan Tambahar Pacal 3 Avat (3):

Keputusan Menteri  Dalun Megeri Nomor 23 Talm 198§ (ealang
Ketentuan Umum mengenai Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingamgan
Pemerintah Daerah:

Keputusan Meateri Kehabiman RI Nomor M-04 PW.07.03 Tahun 1584
tentang \Wewenang Penyiri.lt Pegawai Negen Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negedi Nomor 171 Talun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Perninran Daetsh;,

Keputusan Menteri Dajim Negeri Nomor 174 Talm 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Peinunrgutan Retribusi Daerah;

. Keputusen Mentri Dalam Negert Nomor 175 Tahun 1997 lentang  Tata

Cara Pererikgaan dibidang Retribusi Daerai;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakynt Dacrah Kabupaten Daersh Tingkat
O Nias Nomor 5 Tahun 1978 tenlang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Nias.

Peraturan Dasroh Kabupaten Dacrah Tingiat T Nias Nogtor 11 Tahun
1593 tertang Pencana Tata Ruang Wilayah Xabupaten Daeran Tingkat II
Nias. =10




&

1>>ngan Persetujusan Dewan Perwaiilan Rakyat Dacrah Fabepaten Daerah tingkat I Nias,

Menetagkan

poop

moe

e

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I NIAS
TENTANG RETRIBUSI ZIN GANGGUAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daloia Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adafah Kabupaten Dacrah Tingkat I Nias.

Pemerintah Daerah adalah Pem=rintah Kabupaten Dacrah Tingkat I Nias.
Kepala Dzerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat I Nias.

Dinas Pendapalan Daernh adalah Dinas Pendapalan Daerah Kabupslen
Daerah Tingkat If Nias;

Kas Daerah adalnh Kas Dacrah Kabvpaten Dacrah Tingkat II Nias.
Bendaharawan Khusis Penvrima uatuk selanjutnya disingkat BKP zasish
Bendaharawan Khusus Penerima pada  Kantor Dinas  Pendapnian
Kabupalen Daerah Tingkar O Niay,

% Gangguan adalah dampak negatif dari suatu kegiatan usaha yang d-»at

menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap kepeulingan wr. ',
magyarakat dan kelestarian lingkungam;

b Izia Gangguan adalah lzin tertulis vang dibertkan bagi usaha/peniszhasn

yang digunakan untuk melafukan kegintzn usaha yang menimbulian
gangguan Lmhaya dan Lerugian k:pada masyarakal sekitamya dan
kelestarian lingkungar;

Relribusi 1zin Gangguan adalah Pwggutan Dasrah atas pemberian Izin
Gangguan  dalam rongka pembinsan, pengaturan, pengendalinn dan
penaawasan oleh Pemerintih Daeraly

Lokas: adalah Letak tempat usaha didaerah.

Pungawtan adaleh pemasuizn uang bagl Pemerintah Daerah karenz
pemberian 1zin Ganegumt eleh Kepela Dacrah;

Surat Keletupan Relribusi Dacrah yang selanjulnya disingkal SKRD
adalah Sural Keputusan yang menentikan besarmya jumiah Retribusi yang
terutang ;

m. Surat Setoran Retribusi Daerah intuk selanjutmya disingkat SSRD adalsh

wurat yang digunakan ofel Waiib Retribuei untuk melakukrn pembaynrmn
alzu penyetorasn retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah.

n Surml Kelelapan Retribusi  Daerah kurang Bayar untuk selanjuinya

disingkat SKRDKD adalah Swral ¥eputusan yang megentukan besermyva
jumish Retribusi yang terutang, jumizh kredit retribusi, jumliah kekurangan
pembayaran pokok rewribuei, besamva sanksi administrasi dan jumish
vang masih harus diliayar;

Surat Ketetapan Retrihusi Dier#® Kurang Bayar Tembahan unfuk
selanjulnya  disingkal  SKRDEDBT  adalah  Surat  wepnmsan  one
menenGikan tanibahan atas jumlah retzioust vang telah di tetapkan;

Surat Ketetapan Retribust Dasrby Lebh Bayar untuk selamutnya disinghat
SKRDLBE ndalah Gural Kepwusan vane menentukan jumiah kelebihan
pembavaran Refribusy kaiena jumish iredit retribugi febth besar dart
refribusi yang (erutang alan tidal sebsrusiya lerutang,

Surat Tagthan Retribust Daerah watd selanjutnya disingkat STRD «x‘ma'l
Surat untmk melaknkan : agihan retrbusi dan atan sanksi adminisiras’

LR R



BAB I
NAM A, OBJEX, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

rasal 2
Dengea nama R-tribust [zip Gaugguan dipunggut Retribusi atas pelayanan
Pemberian [zin Gangguan yang dept menimbulkan bahaya, kerugian dm
garggyan masysrakat dan kelewarian linglungan.

resal 3

Objek Retribusi  adzich Pelevzam yang diberikan atas pemberizn Izn
ganggu:n

Pasal 4

Subjek Retribnsi adaiok orang pribadi atan badan yang mendapatkan dan

atm cicmp~roirh [zin Geoggaan 3
Fasal 5

Wajib Retrilusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4.

BAB @I
<OLCINCAN RETRIBUS

Pasal £

Retrisat [zin Gangoics trrmasek Golongan Refribusi Perizinan Tartenm
vang wervpaloa Jasa 20as keatam pemmerineah Daerak dalam melaiukan
pemlirazn, nengeadilicn dan pecgawasan unfuk melindungi kepentingan
umum, meujaza keisstarizn lingamean dan menjaga kestabilan keberadaan
usaha’;erusahe o,

BAB W
FEAIZINAN
Fawal 7

(1) Setiap oreng atan badan yang mendirikan atan memperiuas tempat
usahwperusshasn  ywre  digunskan  uotnk  meiakekan  kegiatam
usaha'perusahaon yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan
diwajibkaa mermiliki Izin Gangguan dari Kepala Daersh '

(2) Sstizp orchizbadan dilarang melakukan kegiatan vsghaaya tanpa Izin dan
Bupati Kepala Daerch .

{3} Perveaham incustri didelam kawasa industi dan perusahaan industi yang

waji't Analicn Mengznai Dampek Lingkungan (AMDAL) tidak waiib

'memiliki Izig Gangguan

Perusahzan pengelola awasan iodustri dan diluar kawasan industn yang

tidak wajib A (DAL wiiib menaniid izin gangguan dari Xepala Dazrah,

Posal %

Svarat-syarzt dan mia card przwuan permchonan Tzig Cangguen diazer
l2bin fanjut dengan Keruwsan hepaia Dasrah
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JANGKA WAKTU BERLAKUNTYA [ZIN GANGGUAN

Pasal 9

(1) Jangka waktn berlakumya Izin Gangguan ditstapkan selama usaha tersebut

masiD berjalan dan jika masih memenuhi ketenfuan yang berfakn

(2) Terhadap Izin Gungguan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, harus

dilakukan pendaftaran ulang setiap 2 (duva) tahun sekali dalam rangka
pengendalian, perabipaan dan pengawasan oleh Kepala Daerah

BAB VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10
Unink setiap pempsnzn Izin Gangguan maupun pepdataran ulang izin
sebagainana dimaksud Pasal 7 dan 9 Perzturan Daerah mi dikenakan
Retribust.

Pasal 11

Besarnyu Retribusi szbagaimana dimaksud calem pasal 9 Peraturan
Dacrzh iui didaswkan pada perhilungen Jengan rumus

RIG = TLx TL xIGx LRTU

RIG 2tribusi B Gangguan ndalah jumiah biaya retribesi pembenian
izin Gangguan vang harus dibayarian ikepada Pemerintsh Dasrah;
TL : Tarif Livglamgan adalah besamiya pungutan per & darl juas

ruang/tempat usaha ving meliputt banguean (eriy  maupio
terbuka sesuai decgan kondisi linglamgan.

A Linglamgan Indusn

- Luas 25 m ke bawa oo p 600/m’
- Luas 26 /4 100 @' .coovo.ovovevrienennmeennnionnnne RP 7000
- Luas 101 5/d S0 or'. ..Rp 2eomr’
- Laas SOU /4 1000 m...oooooencececcrsreenes BP 850im’
- Las 1001 0 K8 AAS oovvoeoee e Rp 900
B. Lingkungan Pwrkotaan dan Pasar :
- Luas 28 mika bawail o —— Rp 450/m’
- L0as 26 57 100 Moo Ro $50sm’
- Luas 101 9d S08 5 oo Rp $50/m’
- Leas 301 5/d 1009 m° L. 100/7°
- Luas {001 m’ke atas 750/m’
C. Lingkungan Pemnkiman/Sosial :
- Luas 25 m’ ke bawah .._.ooooovoooeoeee s Rp 350/m”
- Luas 26 s/d 100 m’.. .Ro 450/m’
1025 101 §/d 300 @° oo Rp 530/m’
- Luag SO1 5/d 1000 @ oveeoeoeeeeeeeameeeee e Rp 600/m’
- Luas 1001 m7Ke &3S «oo.oooovceeee s Rp 650/m’”
D. Lingkungan Pergudangan : E
~Luas 25 m ke bawah ..o Rp $50m”
- Luas 26 /8 100 @’ s.........cciiicscisnicisesicusissss RP 650/m’
- Luas 101 /d 00 00 ... comammmmmsssirenss Rp 750
- Lu:aas 501 /d 1000 @ ..o RD 800/m’
e S T - = e P TN —
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kiasiilkast jalan d2ngan paramater :
- Julan utamz denecan nifa
- jalan sekunder dengan niiai
- Ialan lingkungan Jdengan nilai 21

: Indeks Gangguan adalan angka indeks besar kecilova ganggusn

yaeg ditimbulkan oleh kegiatan vsaha dengan parameter :

- Gangguran besar dengun nilad :
- Gangguan menengah dengnn nilai
- Gangguan kecil dengan wlai

I~ s

Lol 2= B2 N

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

>

Wilayah penmmgutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atan Dokumean lain yang

@)

&)

dipersamakan.
Hasil pungntan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
11danl2 pada Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hai Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada wakimya
atan jarang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persea) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak
atan kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggmakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15
Kepala Daerah atan Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama
30 (tiga puluh) bari setelah saat tentang.

(2) SKRD dan atay dokumen lainmya, SSRD, SKRDKB, SKRDKDT,

STRD, Surat Keputusan Pembeadan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang meayebabkan jumlah retribusi yang harus dibavar
bertampah, harus diiunasi dalam jangda wakty paling lama | (sam)
buian sejak tangzal diterbitdamnya surat tersedut di atas.

Kepala Daeran atas permohonan Wajib Retribusi setelah mememuhi
persyaratan yang diteptukzn dapal memberikan persetjuan kepada
wajib retribusi urmk menganesur atau memmnda permbayaran retribusi
dengan dikenakan burga sebesar 2 % (cua persen) s=tiap bulan dengan
cataian nersvaratan vane citzefkan (2romnunt



(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayuran, pemmdaan pembayarnn-
retribus, dizr denzan Keputusan Kepala Daersh.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 1§

{1) Retribnsi yang terttang burcasarkan SKRD dan atan dokumen lain,
SERDEE, SKRUABT, STRD, Surat Kepunsan Pembetulan, Surat
Kepumszn Heberomn dan Puntsan Banding yang tidak atan karang bavar
oieh wa;ib retribesi pada waldktunya dapat ditagh dengan Surat Paksa.

(2) Peuagiban retrioust deneamn surat paksa  dilaksanakan dengan
berdasarion peraluraa penmdang-mdangan yang beriaku.

BAB X
TATA CARA PERET. UNGAN PENGEMBALIAN
XELEBIE AN FRABAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Wajib Reribusi harus mengajukan permobonan secara tertulis kepada
Kepala Dasrah wmick perbitnogan pengembalian kelebihan pembayuran
retnibus:.

. (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
atas kelebihan pembayaran retribusi dapar dipertimbangkan terlebih
dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga olen
Kepala Dasrah

(3) 2tas permchonss cebugaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bernak
atas kclebihan pembayaraa tersebut dapat diperhitmgkan dengan
pembayaran retribusi selan;Tya

Jasal 13

(1) Daiam bai kelebihan percbeyaran retribusi yang masih lersisa setelal
dilaiukzn perlituncan s2bagaimana dimaksud Pasal 17 diterbitkan
¥RDLB raling {cmbat 2 (dya) bulan sejak diterimanya permohonan
p=agemisalian kelebihan pembayaran retribusi
(2) Kelebiban pembavaran ratribusi sebagaiamana dimaksud ayat (1) pasal
ini dilzmbalikan kepada Wajib Retribusi paking luma 2 (cua) bulan
sejak diterbitkanrya SKEDLB.
Peagembalion kelebihen Pembayaran Retribust dilakukan setelan lewat
wekm 3 [dua) buian sejok diterbitkanmya SKRDLB, Kepala Daerab
memberikan imbalan btunga 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

~~
(%)
~—

Pasal 19

(1) Pengembalian sebazaimana dimaksed Pesai 17 dilakukan dengan
uegerbikan Surat Perintei Membayar Kelebinan Retribusi.
{2) Atas periingen s2bagaimana dimaksud dajam Pasal 18 dierbitker

bukii pemindahbukuan yaig beriaku juga sebagai bukti pembayaran.



(1)

{2)

M

0]

(1)

DA Xl

KADALUWARSA
Fasal 20

Penagihzn retribusi. kadaluwarsa setelah melampani jangka waktu 3

(iiga) tahwa terhibung s2jak saat terutangnya retribusi, kecuali opabila

wajib retribusi meiakukan tindak pidaaa di bidang retribusi.

Kadalinwzrsa penagihan retribusi sebagnimana dimaksud ayat (1) pasal

i1 tertanyrch apabila

2 Ditertitlon Surat Teguran dan Surat Paksa atawu;

b. Ada pengekuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
manp'n tidak lanzsung

BAB X1V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

[asal 21

Pintarg reribuei yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
me [akukan penagihc o sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

K -pala 'z7rab e wtapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribust
Lizeran verg sndah adaknvarsa scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
Ly

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Dasa) 22

Felanzstan terhiadp keientuan-ketentuen dalam Peraturan Daerah ini
¢-pal <iznzam dengan pidana kuringan selama-lamanya 6 (snum) bulan
vy denda selinggi-tingzinya 4 (empat) kali retribusi terutang dan
iznoya d-pal dicabul

BAB XVI
PENYIDIKAN

Paszi 23

Pejubat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daersh
dibarikan wewenang Kwsus sebogai penyidik untuk melakukan
Penyidiken Tindak Pidasa di bidang Retribugi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Tindang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Midana

Wewenang Panyidit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

ndlidaly

a  Menerima, mencari. mengumpulkan dan menelili keterangan atau
[arsoran berket an desgan tindaie pidana di bidang Retribusi Daerah :
b Ric-otifi. meqanri dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi almn badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

schubingan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah :



T A T T Y P - s
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Menitnta kelerungan dan bahan bukti d:u i orang pribadi atan badan

gehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah :

d. Memeriksa buku-buk, catatan-catatan dan dokamen-dokumen lain
berkenaun dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Mclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti lersebut:

£ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugae
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daeral;

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atan

tempat pada saat peweriksaan sedang berfangsung dan memeriksa

idsntitas orang dan atau dokumen yeng dibawa sebagaimana

1

dimaksud pada hunid'e;

h.  Memolret seseorang yang berkaiten dengan Tindak Pidana Retribusi
Daecah;

i. Memanggi! vrang untuk didengan keteranganmya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan Penyidikar,

Meislakan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan
Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggmg)awabkan.

o

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan
- tenlang :

2. Pemeriknaan tereangka;

b. Pemasukan ruarush;

¢. Penyitaan benda;

d. Pemeriksaan surat;

e. Pemeriksann snksi;

f. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada

Penyidik Polisi Republik [udouesia.

~—

€

RARB XVIi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Izin Undangz-Undang Ganggnan (HC) yang telah dikeluarkan sebelum

ditetapkannya  Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan didaftar ulang
berdasarkan ketentuan pendafaran ulang dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraivran Duerah ini, maka Peraturan Deerah Nomor 10
Tahun 1989 lentang izin Tsmpat Usaha di Kabupateu Daerah Tingkat T Nias

dimyatakan dicabut dan tidak bet(ai (agi.
‘Pasal 26

Hal-hal yang belum diatr dalam Peraturan Daerzh ini scpanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur lebib lanjut oleh Kepala Daerah.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah mi1 dengan Penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Nias.

Drtetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN BUPATI KEPALA DAERAH
RAKYAT DAERAH TINGKAT I TINGKAT II NIAS,
NIAS
KETUA,
o
die °
TEMAZARO HAREFA Drs. H. ZAKARIA Y. LAFAU

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

Nomor
Tanggal

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat I Nias

Nomor :188.342/ /56 /K/1999
Tanggal : 3MEI 1999



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

Nomor : 2 Tahun 1999
Tanggal : 4 Mei 1999
Seri . /B Momowr 11—

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS

L
ILVESTER LASE

PEMBINA TK. 1
NIP. 400028580




PR
PEMIE LA

PERATUHDAN DAL A £ AGDEA Y DARRAH TINGEAT INIAS
NOMUP. 10 TALBUN 1998
TENTA\ANG
RETRIBVSI1ZIY SANGGUAN

PE" JELASAN UMUM

1. Dalam rangka lebih memarnlz;kan otonemi yang nyata, dinamis, serasi dan
bertanggungjawab, pembiayann pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber
dari Pendapatan Asli Dacerah, khukusnya yang berasal dari Retribusi Izin Gangguan harus
dipunggt dan  dikelola secara Jebih bertanggungjawab. Dimana pemumggutannya
didasarkan atas kegiatan peayediaan jasa pelayanan olch Pemerintah Deerah untuk tujuan
kepentinzan dan kemanfantan mmum den disiahken untuk tidak menghambat balikan

sebaliknva dapat menusjang usaha peningkatan pertunbuhan skonomi daerah.

'r-)

Perahi:n; Daerah tentang Relribusi Ein Gengguan ini ditetapkon wntuk mengatur lebih
lanjut hal-hal yng teiah meniadi keweeangan Penierintash Daecah Tingkat I dalam
rangka pelakyanaan U'iidang-undang nomer 18 Tehun 1997 tentang Pajek Dasran dan
Retritusi Daerah jo Peraturan Pamerirtah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi
Dnernh

PENIELASAN PASAL DEMIPASAL

Paral 1 il 6 @ Cuup jelas

Pasal 7 : Penctepan lokasi kgwasan industri dan pendirian perusehasn industri pada
ayal (2) dan (3) disesuaikan dengan Rencana Tala Ruang Wilayzh

Kabupaten Daerah Tingkat T Nins.

Pacal 8 #/d 10 : Cukup jelas

el L : Permungmitan Retribusi Izin Ganeguan vang perhitungannya didaswrkan pada
terif Vindngan, indeks foiasi, indeks gangsuan dan luas ruang tempat
usaha dimaksudkan agar pengsnaan retribusi disesuaikan dengan tingkat
man{aal yang dipsroleh oleh para penguszhz, tingkal gangguan yang
ditimbuikan akibat kegialan ussha dan tingkat penyediam jasa pelayanan

olel Penerintah Dazrah

Pasal 12 w/d 27 Culap 20



